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Rumusan masalah skripsi ini adalah; 1. Bagaimana pemahaman Ibnu Qoyyim mengenai kesaksian, 2. Mengapa beliau berpendapat diterima kesaksian satu orang saksi sebagai alat bukti, 3. Apakah dalil yang dipergunakan Ibnu Qoyyim untuk memperkuat pendapatnya berdasarkan Alqur’±n, sunnah Nabi, ijtihad sendiri atau mengikuti mujtahid lain.
penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (library research), maka data yang diperlukan terdiri dari dua sumber yaitu: Sumber primer yaitu dengan meneliti kitab-kitab karangan Ibnu Qoyyim sendiri sebagai data primer, yaitu kitab I’lam al-Muaqqi’in dan kitab at-Turuq al-¦ukmiyah. Sumber sekunder, yaitu dengan meneliti kitab-kitab karangan ulama lainnya yang berkenaan dengan tema pembahasan, seperti kitab Ma©±hib al-Arba’ah






















BAB	II	TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI		14
A.	Biografi Ibnu Qayyim		14
B.	Pengertian Alat Bukti		19
C.	Beberapa Alat Bukti Yang Disepakati 		22
D.	Dasar Hukum Alat Bukti 		35

BAB 	III	KESAKSIAN DAN PERMASALAHANNYA		41
A.	Pengertian Kesaksian dan Permasalahannya 		41
B.	Syarat-syarat Saksi 		45
C.	Dasar Hukum Kesaksian 		51
BAB 	IV	PENDAPAT IBNU QAYYIM TENTANG KESAKSIAN SEORANG SAKSI		55
A.	Pendapat Ibnu Qayyim 		55
B.	Penjelasan Ibnu Qoyyim berpendapat diterima kesaksian seorang saksi		57






















A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah ajaran yang sempurna, kesempurnaan ajaran Islam ditandai dengan Al-Qur’an sebagai sumber dasar ajaran Islam, yang memuat berbagai aturan, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah sebagai khaliknya (ibadah), maupun hubungan antara manusia dengan manusia (mu’amalah) atau yang lebih dikenal dengan istilah hablun min Allah dan hablum min an-nas.
Kesempurnaan ajaran Islam diungkapkan dalam Al-Qur’an pada surat al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:
            
Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagi kamu.​[1]​
Meskipun ajaran Islam secara lengkap diatur dalam Al-Qur’an, namun tidaklah semua dijelaskan secara terperinci, karena kebanyakan Al-Qur’an menerangkan sesuatu hanya bersifat global saja. Oleh karena itu para ulama dituntut supaya bekerja keras dalam menafsirkan Al-Qur’an ketika dihadapkan kepada penetapan suatu hukum di kalangan masyarakat dalam masalah-masalah yang bersifat rinci.
Sistem Al-Qur’an dalam menerangkan berbagai aturan hukum yang sebagian besar di muat dalam Al-Qur’an masih bersifat global (secara garis besarnya saja) dan merupakan pertanda bahwa ajaran Islam mentolerir adanya perbedaan pendapat dikalangan umatnya, karena kesempatan yang diberikan Al-Qur’An kepada ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an merupakan peluang adanya perbedaan pendapat, disebabkan timbulnya perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut.
Dalam hal ini penulis mengambil contoh seputar permasalahan kesaksian. Pada dasarnya mengenai kesaksian tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, karena mengenai kesaksian adalah sesuatu yang dipandang merupakan syari’at Allah dan dalam menegakkan kesaksian adala suatu kewajiban bagi umatnya dalam hal di mana seseorang terkait dengan suatu peristiwa atau kejadian yang ada. Dikalangan umat Islam telah diakui bahwa menegakkan kesaksian yang benar adalah suatu kewajiban bagi seseorang yang berhubungan dengan hal tersebut, akan tetapi disisi lain terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah saksi sesuai dengan kasus atau peristiwa yang ada, dalam pembuktian benar atau tidaknya suatu kejadian atau kasus tersebut.
Mengenai jumlah saksi ini dalam kitab-kitab fiqh klasik disebut dengan istilah ni¡ab as-syahadah.​[2]​ Memang Al-Qur’an setiap kali berbicara mengenai saksi bila berhubungan dengan keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan umatnya selalu menegaskan jumlah saksi yang diperlukan untuk itu. Beberapa ayat yang berkaitan dengan hal diatas dapat dibuktikan dalam beberapa pernyataan Al-Qur’an berikut ini.
Sebagai contoh mengenai pembuktian keabsahan tindak kejahatan atau tindak pidana zina, dalam hal ini Al-Qur’an menyebutkan saksi yang diperlukan adalah empat orang, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 15:
               
Artinya: Dan terhadap para wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya), maka apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita tersebut).​[3]​
Kemudian mengenai keabsahan talaq dan merujuk isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, jumlah saksi yang diperlukan adalah dua orang, sebagaimana yang disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 2:
               
Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.​[4]​

Dalam ayat diatas ditegaskan tentang keabsahan thalaq dan merujuki isteri dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian dalam masalah jual beli dan hutang piutang diperlukan dua orang saksi lai-laki atau satu orang laki-laki ditambah dengan dua orang wanita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282:
           
Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita.​[5]​
Jelaslah mengenai jumlah saksi menurut Al-Qur’an harus berbilang minimal dua orang saksi, dan dalam ayat Al-Qur’an tidak pernah menyebutkan atau melegalisasi satu orang saksi untuk dapat dijadikan sebagai saksi. Dengan demikian dapat diketahui bawha Al-Qur’an tidak pernah mengakui keberadaan kesaksian bila hanya satu orang saksi saja, dan tidak sah dijadikan sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana tertentu yang menurut Al-Qur’an harus dibuktikan sesuai dengan kebutuhan saksi yang diperlukan dalam suatu peristiwa hukum, seperti kasus tindak pidana zina, hutang piutang, thalaq dan merujuki isteri yang telah diceraikan oleh suaminya.
Berbeda halnya dengan seorang ulama ahli hukum dari kalangan mazhab Hambali yaitu Ibnu Qoyyim.​[6]​ Yang bependapat bahwa kesaksian seorang saksi saja dapat diterima sebagai suatu kesaksian yang sah dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu kasus. Ibnu Qoyyim berpandangan bahwa untuk dianggap sahnya suatu kesaksian bukan harus berbilang jumlahnya, akan tetapi satu orang saksi saja bila memang hanya itu saksi yang ada maka tetap di pandang sah dijadikan sebagai saksi tanpa harus memaksakan atau menunggu berbilang jumlahnya.
Keabsahan kesaksian satu orang saja menurut Ibnu Qoyyim tersebut terlihat dari pernyataan beliau sendiri berikut ini:
وانه  يقضى  بالبينة  التي  تبين  الحق  وهي  الدليل  الذي  يدل  عليهن  والشاهد  الذي  يشهد به  بحسب الأمكان  بل  الحق  ان  الشاهد  الواحد  اذا  ظهر صدقه  حكم بشهادته     وحدة​[7]​
Artinya: Bahwa memutuskan hukum berdasarkan bukti yang jelas yaitu berdasarkan dalil yang dapat menunjukkan kepada yang sebenarnya, dan satu orang saksi yang menyaksikan ditempat kejadian justru itulah saksi yang sebenarnya, bahwasanya satu orang saksi sekalipun jika jelas kebenaran kesaksiannya itu dihukumkan sebagai suatu kesaksian.

Dari pernyataan diatas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa menurut Ibnu Qoyyim jumlah saksi tidak harus berbilang jika memang yang menyaksikan suatu kejadian atau peristiwa hanya seorang saja.
Adapun alasan Ibnu Qoyyim berpendapat demikian adalah berdasarkan suatu riwayat yang menurutnya sebagai berikut:
وقد  اجاز النبي  صلى  الله  عليه  وسلم   شهادة  الشاهد  لأبى  قتادة  المشرك  و دفع  اليه سلبه بشهادته  وحده  ولم يحلف ابا قتادة  فجعله  بينة تامة ​[8]​
Artinya: Dan sesungguhnya Nabi membolehkan kesaksian satu orang saksi, yaitu Abu Qatadah sebagai saksi dalam kasus pembunuhan seorang musyrik, Abu Qatadah menjadi satu orang saksi saat itu sedangkan ia tidak disumpah, maka ia dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa mengenai jumlah saksi tejadi perbedaan pendaspat dikalangan para ulama. Di satu sisi jumhur ulama berpendapat bahwa saksi haruslah berbilang, atau tidak sah apabila hanya seorang saksi saja, sementara disisi lain Ibnu Qoyyim berpendapat lain, beliau berpendapat bahwa satu orang saksi sajapun juga dipandang sah dijadikan sebagai alat bukti. Perbedaan pendapat inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas pendapat Ibnu Qoyyim yang sifatnya berbeda dengan pendapat jumhur dan juga seakan-akan berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini penulis akan meneliti apakah argumetnasi Ibnu Qoyyim ada dikaitkannya dengan pemahaman terhadap Al-Qur’an atau bagaimana pendapatnya tentang kesaksian menurut konsep Al-Qur’an. Pendapat ini akan penulis bahas dalam kajian skripsi dalam judul: “EKSISTENSI KESAKSIAN SEORANG SAKSI MENURUT IBNU QOYYIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan tersebut:
1.	Bagaimana pemahaman Ibnu Qoyyim mengenai kesaksian ?
2.	Mengapa beliau berpendapat diterima kesaksian satu orang saksi sebagai alat bukti ?
3.	Apakah dalil yang dipergunakan Ibnu Qoyyim untuk memperkuat pendapatnya berdasarkan Al-Qur’an, sunnah Nabi, ijtihad sendiri atau mengikut mujtahid lain ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini ialah:
1.	Untuk mengetahui pemahaman Ibnu Qoyyim tentang kesaksian
2.	Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qoyyim tentang diterimanya kesaksian satu orang saksi
3.	Untuk mengetahui dalil yang dipergunakan oleh Ibnu Qoyyim.
D. Kerangka Pemikiran
Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama, tidak terlepas dari faktor perbedaan pola pemikiran masing-masing ulama yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam masalah jumlah saksi (nisab as-syahadah) dalam pembahasan ini.

Para ulama jumhur berpendapat bahwa dipandang sah kesaksian sebagai alat bukti, harus dengan jumlah saksi yang berbilang yang minimalnya harus dengan dua orang saksi. Pendapat ini searah dengan petunjuk Al-Qur’an sebagaimana sudah penulis contohkan dalam beberapa ayat terdahulu. Berbeda dengan pendapat Ibnu Qoyyim yang memahami bahwa bilangan saksi dalam suatu kasus yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut bukanlah bermakna suatu pembatasan tidak diterimanya kesaksian dengan jumlah bilangan seorang saja, atau dengan kata lain penyebutan jumlah tersebut bukan sebagai batasan bahwa saksi tersebut terbatas minimal dua orang saksi baru dipandang sahnya suatu kesaksian. 
Menurut Ibnu Qoyyim tidak ada bedanya eksistensi kesaksian antara dua orang saksi atau lebih dengan satu orang saksi, dan yang terpenting adalah adanya saksi yang memberikan kesaksian. Sebaliknya apabila seorang saksi saja apakah itu bukan dipandang sebagai seorang saksi, tentunya bukan demikian, dan kalau memang yang menyaksikan hanya seorang saja tidak harus dipaksakan menambah jumlah saksi tersebut karena itulah saksi yang ada dalam kasus tersebut dan itu tetap dipandang saksi yang sah dijadikan sebagai alat bukti.

E. Hipotesa
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa pendapat Ibnu Qoyyim tentang kesaksian satu orang saksi tidak dapat diterima, selain bertentangan dengan ketentuan ayat-ayat Alqur±n, juga tidak dapat diyakini kebenarannya.

F. Metodologi Penelitian
Dalam membahas skripsi ini penulis mengajukan beberapa metode yang terdiri dari :
1.	Metode Pengumpulan Data
Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (library research), maka data yang diperlukan terdiri dari dua sumber yaitu:
a.	Sumber primer yaitu dengan meneliti kitab-kitab karangan Ibnu Qoyyim sendiri sebagai data primer, yaitu kitab I’lam al-Muaqqi’in dan kitab at-Turuq al-¦ukmiyah..
b.	Sumber sekunder, yaitu dengan meneliti kitab-kitab karangan ulama lainnya yang berkenaan dengan tema pembahasan, seperti kitab Mazahib al-Arba’ah, al-Muhalla, al-Qada f³ al-Islam, Nail al-Au¯ar, Syar¥ Fat¥ al-Qadir, Subul al-Salam, Fiqh Sunnah dan lainnya.
2.	Metode Analisa Data setelah
Setelah penulis berhasil mendapatka data yang dibutuhkan, maka data tersebut akan dianalisa melalui:

a.	Metode Content Analisis,
Yaitu suatu metode yang berusaha memahami pola pemikiran tokoh yang sedang diteliti sehubungan dengan pendapat atau pemaparannya serta memberikan penilaian dan kritikan
b.	Metode Semantik
Yaitu suatu metode yang berusaha memahami makna kata yang terdapat dalam Alqur±n dan menghubungkannya dengan tema sentral pembahasan
3.	Metode Penulisan
Dalam penulsian skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN-SU Medan yaitu Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam skripsi ini akan dituangka kedalam lima bab dan setiap babnya terkait satu sama lain yang tersusun secara sistematis, yaitu:
Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II, penulis mengetengahkan suatu tinjauan umum tentang alat-alat bukti yang terdiri dari: pengertian alat-alat bukti, beberapa alat bukti yang disepakati, dasar hukum alat bukti.
Bab III, penulis membahas kesaksian dan permasalahannya yang terdiri dari: pengertian kesaksian dan saksi, syarat-syarat saksi, dasar hukum kesaksian.
Bab IV, pada bab ini penulis secara khusus membahas pendapat Ibnu Qoyyim tentang kesaksian seorang saksi yang terdiri dari: pendaspat Ibnu Qoyyim tentang kesaksian seorang saksi, dalil ayng dipergunakan, analisa penulis.






TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI
A. BIOGRAFI IBNU QAYYIM
1.      Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Nama  lengkapnya Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’ad bin Haris Az-Zar’I Ad-Damasqy. Laqab-nya adalah Syamsudin. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.​[9]​
Beliau adalah  putra seorang ulama pendiri Madrasah “Al-Jauziat “ (Qayyim Al-Jauziat) di Damaskus. Dari situlah beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziat.. ​[10]​
Al-Jauziyyah adalah nama sebuah sekolah di Damaskus, yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhyiddin Abu Mahasin Yusuf bin ‘Abdurrahman bin ‘Ali bin al-Jauzi. Beliau wafat pada tahun 656 H. Madrasah al-Jauziyyah selesai dibangun pada tahun 652 H, dan sekarang menjadi kompleks perdagangan. Di atasnya terdapat sebuah masjid kecil untuk shalat berjamaah bagi penghuni dan pengunjung pasar al-Bazuriyah saat ini. Ayah beliau bernama Abu Bakar. Dia menduduki posisi yang sangat penting, sebagai pengatur dan penanggung jawab kompleks tersebut, yang mencakup masalah perlengkapan, penyiraman taman, kebersihan, service lampu dan sebagainya. Ayah Ibnu Qayyim adalah seorang yang  rajin  beribadah dan  tidak banyak bicara. Beliau wafat pada  bulan  Dzulhijjah tahun 723 H. dan beliau mempunyai andil besar dalam ilmu faraidh, yaitu ilmu pembagian harta warisan. ​[11]​
Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dilahirkan pada tanggal 7 Shafar 691 H atau 4 februari 1292 M di sebuah desa pertanian yang disebut Hauran. Desa ini berada sekitar 55 mil, sebelah tenggara kota Damaskus, Suriah. Kemudian ia merantau ke Damaskus untuk mencari ilmu di sana. ​[12]​
Dalam menimba ilmu pengetahuan Ibnu Qayyim belajar kepada Ali al-Syihab al-Nablisi al-Qabir, Abi Bakar bin Abd al-Daim al-Qadhi al-Din Salman, Isa al-Mat’am. Ibnu Asakir dan gurunya yang paling berpengaruh baginya yaitu Ibnu Taimiyyah. Justru Ibnu Qayyim menempuh jalan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah dalam memerangi orang yang menyimpang dari agama. Ibnu Qayyim bahkan menyebarkan Ilmu Ibnu Taimiyyah, tetapi ia tidak jarang berbeda pendapat dengan gurunya itu, bila menurutnya sesuatu itu benar dan jelas dalilnya. ​[13]​
Ibnu Qayyim adalah murabbi yang mulia, telah bekerja di medan tarbiyah dengan seluruh tenaga dan ilmunya. Mak tak heran jika murid-muridnya tersebar dimana-mana. Dan muridnya yang paling terkenal adalah Ibnu Katsir (pengarang Kitab Al-Bidayah wan Nihayah), kemudian Ibnu Rajab (pengarang kitab Ad-Dhail Al-Madzahibil Hanabilah), kemudian Ibnu Abdul Hadi dan anaknya yang bernama Abdullah. Juga termasuk  murid beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Abdul Qadir An-Nabilisy ( pengarang kitab Mukhtasar Thabaqat Hanabilah). ​[14]​
Ibnu Qayyim  wafat di Damaskus pada 13 Rajab tahun 751 H/1350 M, sepertiga terakhir malam Kamis. Jamaah  yang datang untuk berta’ziyah  sangat banyak, sehingga  prosesi shalat  jenazah dimulai dari pagi hingga menjelang Zuhur di masjid Jami’ Jarrah. Beliau dimakamkan di pemakaman al-Bab al-Shaghir  dengan diiringi oleh ribuan orang pengantar jenazah. Banyak orang yang bermimpi beliau dengan mimpi yang baik. Saat menjelang wafat, beliau bercerita bermimpi bertemu dengan Syaikh Ibnu Taimiyah (gurunya). Dia bertanya tentang tempat gurunya di alam kubur, maka Ibnu Taimiyah menjawab bahwa dirinya ditempatkan pada derajat seperti si fulan, dia menyebutkan nama beberapa orang besar, seraya mengatakan, “ Engkau hampir bergabung dengan mereka, akan tetapi engkau berada dalam  satu tingkatan bersama dengan Ibnu Khuzaimah.” Makam Ibnu Qayyim dikenal hingga sekarang. Letaknya di samping Madrasah al-Shabuniyah disisi kiri jalan masuk menuju  pemakamn  al-Bab as-Shaghir  dari arah pintu baru yang diperluas sejak 40 tahun yang lalu. ​[15]​
2.      Karya-Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Salah  satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama masa-masa terakhir ini ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang telah dihasilkannya. Dilihat dari perspektif ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah  tergolong sebagai seorang penulis yang produktif, disamping seorang pemikir. Berikut ini karya-karya ilmiah Ibnu  Qayyim Al-Jauziyyah, diantaranya:
- Tuhfat al-Maudud bi Ahkami al-Maulud, (Jeddah:Maktabah, tth).
- Miftah Daris Sa’adah, (Kairo: al-Sa’adah, 1323 H).
- A’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabbi al-‘Alamin, (Dar al Kutub al-Ilmiyah, Lebanon, 1313 H).
- al-Jawab al-Kafi Liman Sa’ala ‘an ad-Dawa’I as-Syafi,(Kairo: tp, 1904 M).
- Ighatsat al-Lahafan min Mashayidi asy-Syaithan, (Kairo: tp, 1320 H).
-‘Uddatu ash-Shabirin wa Dzakhiratu as-Syakirin, al-Salafiyah, (Kairo: al-Salafiyah, 1341 H).
- Raudhatu al-Muhibbin wa Nuzhatu al-Musytaqin, (Kairo: tp,1375 H)
- Madarijus Salikin, (Kairo: al-Manas, 1331 H).
- At-Thibbun Nabawi,  (Beirut:Maktabar Al-Manar Al-Islamiyah, 1982 M).
-Ahkamu Ahli Adz-Dzimmah, (Beirut: Darul ‘Ilmi li Malayih, 1961M).
- Amtsal al-Qur’an, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1963 M).
- Bada-I’ al-Fawa’id,(Kairo: tp, tth).

B. Pengertian Alat Bukti
Dalam menjelaskan pengertian alat bukti ini, penulis akan mengetengahkan berbagai pandangan dari beberapa kalangan ulama atau ahli hukum.
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan alat bukti adalah sesuatu hal yang dianggap cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi.​[16]​
Berdasarkan pengertian ini dapat diambil suatu pemahaman, bahwa apa saja yang dapat dijaidkan sebagai alat bukti untuk memperlihatkan atau menunjukkan suatu kebenaran peristiwa atau kejadian dapat dikatakan sebagai alat bukti.
Kemudian Ibnu Qoyyim al-Jauziyah mendefenisikan pengertian alat bukti sebagai berikut:
يقول  ابن  القيم  البينة  اسم  لكل  ما يبين  الحق  ويظهره ​[17]​
Artinya: Menurut Ibnu Qoyyim alat bukti adalah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan atau menjelaskasn suatu kejadian.

Para hakim dalam menjalankan tugasnya terikat dengan alat bukti seketika memutuskan hukum, hal ini disebabkan setiap kali hakim mengadili perkara dalamm keputusannya harus berlandaskan alat-alat bukti yang kuat.​[18]​ Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan:
عن  ابن  عباس ان النبي  صلى  الله  عليه  وسلم  يقول البينة  على  المدعى  واليمين  على  من  انكر ​[19]​
Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a Nabi berkata bukti bagi penggugat sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkarinya.

Hadis diatas pada dasarnya bermaksud menegaskan perlunya bukti bagi setiap penggugat atau bagi dakwaan yang diajukan. Benar atau tidaknya suatu gugatan ditentukan oleh ada atau tidaknya suatu alat bukti yang memperkuatnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka pada gilirannya dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan atau menjelaskan suatu kejadian atau kasus yang telah terjadi, dan kebiasaannya digunakan sebagai pembuktian perkara di pengadilan.
C. Beberapa Alat Bukti Yang Disepakati




Hanya saja sebagai catatan perlu penulis sampaikan bahwa Ibnu Qoyyim berpendapat qarinah juga sebagai alat bukti yang sama kuatnya dengan ketiga alat bukti diatas,​[21]​ dan pendapat Ibnu Qoyyim ini akan penulis uraikan pada akhir pembahasan.
Ad. 1. Pengakuan (Iqrar)
Adapun yang dimaksud dengan pengakuan adalah sebagaimana disebutkan dalam defenisi berikut ini:
الأقرار  لغة  هو الإثبات ​[22]​
Artinya: Pengakuan menurut bahasa seperti menetapkan.
Dari ungkapan diatas, maka dapat diketahui bahwa pengakuan menurut bahasa Artinya adalah suatu penetapan. Sedangkan pengakuan menurut istilah syara’ adalah sebagaimana disebutkan dalam defenisi berikut ini:
الأقرار  هو  ما اقربه  شيء​[23]​
Artinya: Pengakuan ialah suatu pengakuan terhadap apa yang didakwakan.
Terjadinya suatu pengakuan itu adalah ketika proses pemeriksaan gugatan atau dakwaan yang biasanya terjadi di pengadilan. Idealnya pegnakuan adalah dengan melalui ucapan seseorang dan ada pula sebagian ulama berpendapat bahwa pengakuan boleh melalui isyarat bagi orang yang bisu atau dengan tulisannya, karena orang yang bisu meskipun tidak bisa bicara, ada yang bisa menulis.​[24]​





Jumhur ulama berpendapat bahwa pengakuan yang dalam kondisi terpaksa dipandang tidak sah, kecuali Ibnu Qoyyim yang mengatakan sah pengakuan kendati dalam kondisi terpaksa. Hal ini sebagaimana disebutkannya dalam kutipan berikut ini:

صحة  الاقرار  المكره ​[26]​
Artinya: Sah pengakuannya orang yang dalam keadaan terpaksa.
Pengakuan yang dimaksudkan diatas menurut Ibnu Qoyyim khusus dalam tindak pidana pencurian, apabila seorang tersangka ditemukan tanda-tanda yang meyakinkan (qarinah) bahwa tersangka tersebut besar kemungkinan pelakunya, maka ia boleh dipaksa seperti memukulnya agar ia mengakuinya, misalnya barang yang hilang ditemukan dalam rumahnya, maka qarinah seperti ini meyakinkan kalau ia sebagai pelakunya, aka ia boleh dipaksa agar mengakuinya demi untuk menyingkap kasus yang terjadi, dan pengakuannya dalam kondisi seperti ini dipandang Ibnu Qoyyim adalah sah.
Kemudian terjadi perbedaan pendaspat dikalangan para ulama mengenai keabsahan pengakuan orang yang sakit yang mendekati kematian keapda ahli warisnya dalam masalah hutang. Menurut pendapat jumhur ulama mengenai hutang kepada ahli warisnya bila ia sakit mendekati kematian di pandang tidak sah sebagaimana disebutkan dalam ungkapan berikut ini:	
الاقرار   المريض  لوارثه  بدين  باطل ​[27]​
Artinya: Adapun pengakuan orang yang sedang sakit kepada salah seorang ahli warisnya adalah batal.

Maksudnya bila orang yang sakit mendekati kematian tidak sah pengakuannya mengenai hutang kepada salah seorang ahli warisnya, karena dikhawatirkan adanya niat jahat yang mengakibatkan ahli waris yang lain tidak mendapat warisan, kecuali pengakuan tersebut dibenarkan oleh seluruh ahli waris.

Berbeda dengan Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa pengakuan orang yang sakit mendekati kematian mengenai hutang kepada ahli warisnya di pandang sah tanpa ada perbedaan denga pengakuan yang idealnya dilakukan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ungkapan beliau berikut:
واقرار  المريض  في  مرض  موته  وفي  مرض  افاق  منه  لوارث  ولغيره  وارثه  نافذ ... عن ابن  عمر  عن  ليس  عن  طاوس  قال  اذا  اقر  لوارث  بدين  جاز  يعني  في  المريض ​[28]​
Artinya: Apabila seseorang berikrar (mengakui) dalam waktu sakitnya tentang suatu hutangnya adalah boleh, baik sakit biasa ataupun sakit mendekati kematian, maupun kepada ahli waris tetap dipandang. Hal ini berdasarkan riwayat ‘Umar dari Lais dari Thawas berkata: apabila pengakuan itu kepad ahli waris tentang hutang adalah boleh saja walaupun dalam keadaan sakit.

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa menurut Ibnu hazm tidak ada bedanya antara sakit yang mendekati kematian atau tidak, yang jelas setiap pengakuan tidak ada paksaan.
Ad. 2. Kesaksian (Syahadah)
Para ulama sepakat mengenai kesaksian dijadikan sebagai alat bukti, hal ini disamping karena ayat Al-Qur’an ang cukup jelas menyebutkan kewajiban menegakkan kesaksian, juga dalam berbagai hadis Rasul. Perlu penulis jelaskan bahwa mengenai kesaksian ini tidak penulis jelaskan secara tuntas karena mengenai masalah kesaksian akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya.
Ad. 3. Sumpah (al-yamin)
Telah  dijelaskan sebelumnya bahwa alat-alat bukti ang disepakati oleh ulama adalah pengakuan, kesaksian, dan sumpah. Yang dimaksudkan dengan alat bukti sumpah ini adalah apabila seseorang menggugat dan orang yang digugat itu menolah gugatannya dan si penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi, maka dalam hal ini si penggugat boleh menyuruh si tergugat bersumpah, dan kalau si tergugat tidak mau bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada si penggugat.​[29]​
Sumpah yang dilakukan tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah. Legalisasi sumpah sebagai alat bukti berdasarkan hadis Nabi Saw sebagaimana disebutka diatas.
Ada beberapa pendapat yang berhubungan dengan penggunaan sumpah sebagai alat pembuktian.
1.	Mengatakan bahwasanya sumpah adalah suatu keterangan yang lemah, kadang-kadang penggunaan sumpah sebagai alat bukti yang mengakibatkan kecenderungan putusan yang tidak memuaskan bagi pihak tertentu. Oleh karena itu menurut pendapat ini hakim boleh menerima saksi yang diajukan oleh si penggugat, sesudah si tergugat bersumpah. Umar bin Khatab berpegang kepada pendapat ini dan juga sebagian ulama-ulama salaf.​[30]​
2.	Pendapat yang kedua mengatakan si penggugat boleh mengajukan saksinya untuk membenarkan gugatannya sesudah tergugat bersumpah, akan tetapi dengan syarat si penggugat tidak mengetahui adanya saksi sebelum dikemukakannya sumpah, apabila ia (penggugat) mengetahui ada saksi sebelum mengemukakan sumpah maka saksi ini tidak diterima  lagi, dan ini pendapat imam Malik.​[31]​
3.	Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sumpah diakui sebagai alat bukti, maka tidak dibolehkan lagi mendengarkan saksi penggugat setelah sumpah diucapkan oleh si tergugat, sebab sumpah tergugat telah membatalkan hak si penggugat, pendapat ini adalah pendapat al-Zahiri, Abu Ubaidah dan Ibnu abu Laila.​[32]​

Kemudian untuk melengkapi pembahasan ini, perlu penulis jelaskan pendapat Ibnu Qoyyim sebagai ulama terkemuka  dan ahli hukum dari kalangan mazhab Hanbali yang mengatakan, bahwa selain pengakuan, kesaksian dan sumpah, ada alat bukti yang sama kuatnya dengan ketiga alat bukti tersebut yaitu qarinah.

Yang dimaksud dengan qarinah menurut Ibnu Qoyyim adalah segala petunjuk yang meyakinkan, yang dapat dijadikan sebagai jalan pembuktian. Menurut Ibnu Qoyyim banyak kasus-kasus yang telah terjadi dikalangan masyarakat dan dibawa ke pengadilan, akan tetapi kasus yang terjadi sebenarnya tidak terungkap karena tidak memakai (mengabaikan) qarinah sebagai alat bukti yang sangat kuat.​[33]​
Kebanyakan lembaga peradilan dalam melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kasus yang ada, terfokus kepada saksi dalam melakukan pembuktian, Artinya alat bukti yang dipakai terfokus kepada ada atau tidaknya, saksi, pdahal dalam kasus tersebut terdapat qarinah yang dapat dijadikan alasan dalam melakukan pembuktian.

Adapun alasan Ibnu Qoyyim mengatakan qarinah merupakan alat bukti yang kuat dan harus dipakai sebagai jalan pembuktian, adalah berdasarkan ayat Al-Qur’an surat Yusuf ayat 26 :
                     
Artinya: Yusuf berkata: ia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya), dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju komisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.​[34]​
Kemudian pada surat yang sama ayat 27-28
                           
Artinya: Dan jika baju komisnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami wanita itu melihat baju komis Yusuf koyak dibelakang berkatalah ia, sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.​[35]​

Kisah Yusuf (kasus Yusuf) yang diceritakan dalam ayat diatas memberikan penjelasan bahwa kasus yang dihadapi Yusuf dalam penyelesaiannya dibuktikan dengan qarinah, dan qarinah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sifat koyaknya baju komis Yusuf, dan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Apabila baju komis Yusuf koyak dimuka, maka Yusuf bersalah dan wanita itu benar, jika koyaknya dibelakang maka Yusuf benar dan wanita itu bersalah. Oleh karena itu pada kenyataannya sobek baju komis Yusuf adalah di belakang, maka wanita tersebut dinyatakan bersalah. Hal ini sebagaiana diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim berikut ini:
فتوصل  بقيد  القميص  الى  تمييز  الصادق  منها  من  الكاذب ​[36]​
Artinya: Maka dihubungkanlah sifat koyaknya baju komis tersebut dalam membedakan antara yang benar dan yang berdusta.

Kemudian menurut Ibnu Qoyyim, bahwa Umar bin Khatab pernah menghukum dengan hukuman rajam terhadap wanita yang dibuktikan hanya berdasarkan qar³nah, yaitu karena wanita itu kelihatan hamil sedangkan diketahui ia belum bersuami dan ia bukan seorang hamba yang bertuan. Hal ini sebagaimana disebutkan berikut ini:
وقد  حكم  امير  المؤمنين عمر ابن  الخطاب  والصحابة  معه  رضي  الله عنهم  برجم  المرأت  التي  ظهر  بها  حمل  ولا  زوج لها  ولا  سيد ​[37]​
Artinya: Sesungguhnya Amir al-Mukminin Umar bin Khatab beserta sahabatnya pernah menghukum rajam terhadap wanita yang karena kelihatan hamil sedangkan ia diketahui tidak bersuami dan tidak bertuan.


Kemudian Ibnu Qoyyim mengatakan, Ibnu Mas’ud salah seorang sahabat terkemuka pernah menetapkan hukuman kepada seseorang pada masanya yang diketahui hanya karena tercium bau minuman khamar dari mulutnya, pada akhirnya laki-laki tersebut dijatuhi hukuman had. Ha ini sebagaimana disebutkan Ibnu Qoyyim beikut ini:
وحكم  ابن مسعود  رضي  الله  عنه بوجوب  الحد  برائمة الخمر  من  في  الرجل ​[38]​
Artinya: Dan Ibnu Mas’ud pernah menetapkan hukuman had kepada seorang laki-laki yang diketahui (tercium) bau khamar dari mulutnya

Berdasarkan berbagai kisah atau riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim diatas ditambah dengan keterangan ayat pada surat Yusuf ayat 26-28 diatas, maka Ibnu Qoyyim menyatakan bahwa qarinah sama saja kuatnya dengan alat bukti lainnya yang telah disepakati (pengakuan, kesaksian, sumpah) dan bahkan ia berpendapat cenderung qarinah suatu ketika lebih kuat dari kesaksian.

Demikian juga Ibnu Qoyyim berpendapat, apabila seseorang tersangka yang diduga sebagai pelaku pencurian, dimana telah ditemukan barang yang hilang ada dirumah tersangka, maka dalam hal ini si tersangka boleh ditahan da dipaksa agar ia mengakuinya berdasarkan adanya barang yang hilang tersebut sebagai qarinah sebagai jalan pembuktiannya, karena qarinah tersebut merupakan alat bukti yang kuat dari pada saksi dan pengakuannya. Hal ini sebagaimana dipahami dari pernyataan Ibnu Qoyyim dalam kutipan berikut ini:
ولم  يزل  الائمة  والخلفاء  يحكمون  بالقطع  اذا  وجد  المال  المشروق  مع  المهتم  وهذا  القرينة  اقوى  البنة  والاقرار ​[39]​
Artinya: Tidak ada keraguan di antara masa pemerintahan khalifah untuk megnhukum potong tangan bagi (tersangka) pelakupencurian apabila ditemukan barang yang hilang ada padanya, dan dalam kasus ini qarinah jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesaksian dan pengakuan sebagai alat bukti.
Oleh karenanya qarinah adalah alat bukti yang kuat menurut Ibnu Qoyyim.

D. Dasar Hukum Alat Bukti 
Alat-alat bukti sebagaimana telah dikemukakan diatas, kesemuanya mempunyai dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti yang disyari’atkan berdasarkan surat an-Nisa ayat 135:

            
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar         menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.​[40]​

Sedangkan dalam hadis Nabi disebutkan sebagai berikut:
اغزلوا  يا انيس  على  امرأة هذا  فان  اعترفت  فارجمها ​[41]​
Artinya: Rasulullah telah bersabda: Pergilah wahai Unais temui isteri orang itu, apabila ia telah mengakuinya (bahwa ia telah berzina), maka rajamlah ia.
Kemudian dasar hukum kesaksian sebagai alat bukti yang telah disyari’atkan, antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283:
      
Artinya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa….​[42]​
Demikian juga surat at-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :
        
Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.​[43]​
Mengenai dasar hukum kesaksian sebagai alat bukti yang disyari’atkan sangatlah banyak sekali, yang kesemuanya menekankan kesaksian harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya.
Dasar hukum kesaksian dalam hadis Nabi antara lain disebutkan dalam hadis berikut :
عن ابن  عباس  رضي  الله عنه  قال  ان  رسول الله صلى  الله  عليه  وسلم  قضى بيمين  وشاهد  {رواه  مسلم}​[44]​
Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah Saw pernah memutuskan hukum berdasarkan alat bukti sumpah dan kesaksian. (HR. Ahmad dan Muslim).
Kemudian dasar hukum sumpah sebagai salah satu alat bukti antara lain disebutkan dalam berbagai hadis sebagai berikut:
عن  ربيعة  عن  شهيل  عن  ابي  صالح عن  ابيه  عن  ابي  هريرة قال  قضى  رسول  الله صلى  الله  عليه  وسلم  بيمين {رواه ابن ماجه}​[45]​
Artinya: Diriwayatkan dari Rabi’ah dari Sahil bin Abi Shahih dari ayahnya dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman berdasarkan sumpah (HR Ibnu Majah).

Kemudian yang terakhir adalah qarinah khusus menurut pendapat Ibnu Qoyyim berdasarkan ayat Al-Qur’an surat Yusuf ayat 27-28:
                          
Artinya: Dan jika baju komisnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami wanita itu melihat baju komis Yusuf koyak dibelakang berkatalah ia, sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.​[46]​

Dari ungkapan di atas, maka jelas diketahui bahwa alat-alat bukti yang telah disepakati dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat,  baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun al-Hadis Nabi, dan juga termasuk qarinah sebagai alat bukti yang kuat menurut Ibnu Qoyyim kendati hal itu tidak disepakati oleh sebagian ulama, namun memiliki dasar hukum berdasdarkan ayat Al-Qur’an dan juga riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Qoyyim. Hal ini disebabkan dalam peradilan Islam setiap putusan Hakim harus berdasarkan pada suatu alat bukti yang kuat.

Dalam suatu riwayat juga pernah disebutkan bahwa Rasul dalam suatu ketika pernah menahan seorang tersangka dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ditemukan suatu alat bukti, maka Rasul membebaskan tersangka tersebut. hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis berikut ini:
عن  بهز  عن  حكيم  عن  ابيه  عن  جده  قال ان  رسول  الله حبس  المهتام ثم  ضلى عنه​[47]​
Artinya: Diriwayatkan dari Bahzin bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: bahwasanya Nabi pernah menahan tersangka, maka setelah Nabi memeriksanya tidak ditemukan bukti maka Nabi membebaskannya.

Berdasarkan hadis diatas sungguh sangat jelas bahwa dalam memutuskan hukum atau menghukum seorang tersangka tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya alat bukti, dan alat buktilah yang akan menentukan apakah dipersalahkan atau dibebaskan, bila ternyata tidak terbukti maka seseorang tidak bisa dihukum. Sebaliknya bila jelas alat buktinya maka barulah seorang tersangka bisa ditahan atau dihukum sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepadanya dipengadilan.









A. Pengertian Kesaksian dan Permasalahannya
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, kesaksian adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.​[48]​ Kesaksian dalam bahasa arab lebih dikenal dengan sebutan “البينة” sana dengan “الشهادة” yang Artinya bukti.​[49]​ Dengan demikian berbicara mengenai kesaksian dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan membicarakan as-syahadah.
Berikut ini penulis mengetengahkan pengertian kesaksian (as-Syahadah) secara defenisi dari berbagai kalangan ulama.
Muhammad Salam Madkur mendefenisikan kesaksian sebagai berikut:
الشهادة  عبارة  عن  اخبار  صادق  في  مجلس  الحكم بلفظ  الشهادة  لاثبات  حق  على الغي ​[50]​
Artinya: Kesaksian adalah suatu istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benasr di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak terhadap orang lain.

Ibnu al-Humam dalam kitabnya Fat¥ al-Qadir mendefenisikan kesaksian sebagai berikut:
اخبار  صادق  لاثبات  حق  بلفظ الشهادة  في مجلس  القضى ​[51]​
Artinya: Kesaksian adalah suatu pemberitahuan yang sebenarnya untuk menetapkan suatu hak dengan melalui suatu ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.

Sementara Ibnu Qoyyim sepanjang penelitian yang penulis lakukan, tidak ada mengemukakan pengertian kesaksian secara defenisi, hanya saja akan mengetengahkan pandangan Ibnu Qoyyim tentang kesaksian sebagai alat bukti berikut ini. Ibnu Qoyyim tidak memandang bahwa kesaksian sebagai suatu alat bukti yang lebih kuat dari alat bukti yang lain, karena menurutnya semua yang dapat dijadikan alat bukti dikategorikan atau dianggap sebagai suatu alat bukti. Oleh karenanya kebanyakan ulama mengartikan al-Bayyinah sebagai dua orang saksi yang menurutnya itu merupakan pandangan yang keliru. Hal ini sebagaimana beliau sebutkan dalam pernyataan berikut ini: 
البينة  اسم لكل  ما  يبين  الحق  ويظهره  ومن  حصها  بالشاهدين لم يوف  مسمها  حقه  ولم  تات  البينة قط  في  القرآن مرادا بها  الشاهدان ​[52]​
Artinya: Al-Bayyinah meliputi apa saja yang dapat mengungkap atau menjelaskan suatu kebenaran, dan siapa yang menganggap al-Bayyinah sebagai dua orang saksi itu tidak ditemukan dalam isyarat yang dikemukakan Al-Qur’an.

Dalam pernyataan beliau juga menyebutkan qarinah jauh lebih kuat daripada bukti atau kesaksian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pernyataan berikut ini: Dari defenisi di atas, maka dapat diketahui bahwa kesaksian itu harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:
وهذا  قرينة  اقوى  من  البينة ​[53]​
Artinya: Qarinah lebih kuat daripada alat bukti itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Ibnu Qoyyim memang tidak mendefenisikan pengertian kesaksian, akan tetapi dapat dipahami bahwa pengertian kesaksian menurut Ibnu Qoyyim hanyalah merupakan bagian dari beberapa alat bukti yang tidak terlalu berlebihan kuatnya secara kualitas dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Aan tetapi suatu kesaksian dapat lebih rendah daripada qarinah dalam suatu kasus tertentu, dan yang jelas bahwa kesaksian menurut Ibnu Qoyyim adalah salah satu alat bukti yang setara dengan alat bukti yang lain.

Dari defenisi di atas maka dapat diketahui bahwa kesaksian itu harus memenuhi beberapa faktor untuk dapat sebagai alat bukti:
1.	Adanya suatu perkara atau kasus sebagai objek dari kesaksian tersebut
2.	Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan
3.	Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya
4.	Orang yang memberitahukan itu memang orang yang menyaksikan atau mengetahui dengan sebenarnya kejadian tersebut
5.	Pemberitahuan tersebut diterangkan atau diberikan kepada orang yang berwenang menyatakan adanya hak bagi orang yang sewajarnya menerima hak tersebut.

Sedangkan saksi adalah orangnya, Artinya orang yang melakukan kesaksian tersebut, karena kesaksian dalam bahasa arab adalah “الشهادو” merupakan kalimat masdar, dan kata “شاهد” saksi dalam bahasa arab adalah “الشاهد” yaitu isim fa’il yang bermakna pelaku kesaksian itu sendiri, atau orang yang menyaksikan atau orang yang melakukan kesaksian.​[54]​
Berdararkan uraian di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melakukan kesaksian, atau pelaku kesaksian, sedangkan yang dimaksud dengan kesaksian adalah keterangan dari saksi itu sendiri dalam bentuk ucapannya atau pengakuannya yang menerangkan tentang apa yang ia lihat atau apa yang ia dengar atau apa yang ia ketahui sehubungan dengan perkara atau kejadian yang ada.

B. Syarat-Syarat Saksi
Untuk dibolehkannya seseorang menjadi saksi dalam suatu pegnadilan harus memenuhi syarat tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah sebagai berikut:
1. Islam
اسلام،  فلا  تجوز  شهادة  الكار  على  المسلم الا  في  وصية  اثناء السفر ​[55]​
Artinya: Islam, maka tidak boleh orang  kafir menjadi saksi atas orang muslim, kecuali dalam masalah wasiat ketika dalam keadaan musafir.

Mengenai kebolehan roang kafir menjadi saksi atas orang muslim ketika dalam perjalanan dalam masalah wasiat ini berdasarkan penegasan surat al-Maidah ayat 106
                            
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu mengadapi kematian sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi Allah, lalu kamu ditimpa bahaya kematian.​[56]​

2. Adil
والعدالة،  صغة  زائدة  على  الإسلام ​[57]​
Artinya: Adil merupakan sifat tambahan bagi orang Islam.
Keadilan saksi ini berdasarkan kepada ayat pada surat al-Hujarat ayat 6:
        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita maka periksalah dengan teliti.​[58]​

Sebagaimana pendapat imam Syafi’i bahwa orang yang fasik (tidak adil) bukan merupakan orang yang dipandang layak menjadi saksi, berbeda dengan imam Hanafi yang memandang orang yang fasik bisa menjadi saksi sebagaimana disebutkan dalam kutipan berikut:
وعندنا  هو  أهل  الشهادة ​[59]​
Artinya: Dan menurut kami (mazhab Hanafi) dia (orang fasik) dianggap layak menjadi saksi.
3. Balig dan Berakal
البلوغ، والعقل،  ولما  كانت  العدالة  شرط  في  قبول الشهادة  فان  البلوغ  والعقل شرط  في  العدالة ​[60]​
Artinya: Balig dan berakal, oleh karena adil merupakan syarat untuk diterima, maka balig dan berakal justru merupakan syarat keadilan.
Yang dimaksud dengan ungkapan di atas bahwa balig dan berakal adalah salah satu syarat diterimanya kesaksian, sebab sebagaimana saksi akan adil bila ia belum balig dan berakal.
4. Baik hafalannya dan kuat ingatannya	
الحفظ  الضبط  فلا  تقبل  شهادة  من  عرف  بسوء  الحفظ ​[61]​
Artinya: Baik hafalannya dan kuat ingatannya, maka tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalannya.
Syarat di atas maksudnya, bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang kurang ingatannya, karena kalau seorang saksi orang yang pelupa, maka tentunya tidak dapat dipercaya sebagai saksi karena akan dikhawatirkan kesaksiannya tidak benar.

5. Dapat berbicara
الكلام،  ولا  بد   ان  يكون  الشاهد  قادرا  على  الكلام ​[62]​
Artinya: Dapat berbicara, seorang saksi mestilah bisa berbicara, jika ia bisu tidak dapat diterima kesaksiannya.
6.	Bersih dari tuhmah
نفيي التهمة   فلا  تقبل  شهادة  المهتم  بسبب المحبة  والعداوة ​[63]​
Artinya: Bersih dari tuhmah (tuduhan), tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena adanya hubungan percintaan atau permusuhan.

Adapun hubungan-hubungan yang diragukan adanya tuhmah karena adanya hubungan antara lain: seperti hubungan ayah dan anak. Diantara keduanya tidak boleh menjadi saksi atas mereka, demikian juga hubungan antara suami dan isteri dalam beberapa hal tidak diterima kesaksiannya antara sesama keduanya.​[64]​
Demikian juga halnya hubungan seorang tuan dengan hambanya, karena terikat dengan hubungan ini akan dapat menimbulkan tuhmah, sehingga para ulama memahami tidak diterima kesaksian antara keduanya.








C. Dasar Hukum Kesaksian
Kesaksian sebagai sebagai alat bukti yang disyari’atkan oleh Allah, memiliki dasar hukum yang kuat, baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Hadis Rasul. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pernyataan Al-Qur’an antara lain:
a.	Surat al-Baqarah ayat 283:
                          
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian”.​[65]​ 

b.	Surat al-Baqarah ayat 282
                                                            
Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, jangan penulis enggan menuliskannha sebagaimana Allah mengerjakannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkannya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi.”​[66]​

Kedua ayat di atas yang penulis ketengahkan memerintahkan agar kesaksian ditegakkan dengan cara yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya oleh setiap muslim.

Kemudian dasar hukum dalam bentuk hadis Rasul antara lain:
عن  زيد  بن  خالد  الجهنى  ان  رسول الله  صلى  الله  عليه  وسلم  قال :  الا  اخبركم  بخير  الشهداء؟  الذين  يأتين  بالشهادة  قبل  ان  يسألها  {رواه  الترمذي}​[67]​
Artinya: Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhannai ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Apakah tidak aku beritahukan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Itulah para saksi yang datang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta kesaksian.

Hadis di atas memberikan penilaian terhadap saksi yang benar-benar ingin menegakkan kesaksian, dan memberi petunjuk sebagaimana sika seorang saksi dalam ajaran Islam.
Kemudian dasar hukum kesaksian berdasarkan hadis sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:
عن  عائشة  رضي  الله عنها قالت  قال  رسول  الله صلى  الله  عليه  وسلم  لا  تجوز  شهادة خائن  ولا  خائنة  {رواه  الترميذي}​[68]​
Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah bersabda: Tidak boleh menjadi saksi seorang pengkhianat baik laki-laki maupun wanita. (HR. Tirmizi).

Kemudian dalam hadis lain disebutkan:
ولا  شهادة  الولد  لوالده ​[69]​
Artinya: Dan tidak diterima kesaksian antara seorang anak terhadap orang tua.

Dari beberapa uraian di atas, jelas diketahui bahwa kesaksian yang disyari’atkan oleh Allah, sebagaimana alat bukti memiliki dasar hukum yang jelas, baik bersumber dari Al-Qur’an maupun hadis Rasul.

D. Ketentuan Kesaksian Dalam KUHP
1. Dasar Hukum
a. Pemeriksaan saksi : Pasal 159 sampai pasal 174 KUHP
b. Keterangan saksi: Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHP
2. Pengertian
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHP)
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri. ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu (pasal 1 butir 27 KUHP).
3. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi
a.Bunyi Ketentuan Pasal 185 KUHAP	
(1)Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
(2)Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
(4)Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
(5)Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
(6)Dalam menilai kebenaran ketenangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a).Pensesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b).Pensesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c).Alasan yang mungkin diprngunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tententu;
d).Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
(7)Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
4. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti
a.Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).
b.Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah ;
-apa yang saksi lihat sendiri;
-apa yang saksi dengar sendiri;
-apa yang saksi alami sendiri; dengan menyebut alasan mengapa saksi dapat melihat, mendengar dan mengalami hal itu.
c.Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).
5.Testimonium De Auditu (Hearsay Evidence)
Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu atau hearsay evidence (penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP).
Menunut S.M. Amin (1971:103) menyatakan: Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian deauditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.
Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim, dijadikan alat bukti. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri, yang bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan saksi-saksi itu, ditinjau dan sudut dapat tidaknya dipercaya, atas dasar tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak-geriknya dan lain-lain dilepaskan.
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1977;98) Larangan terhadap saksi testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dan orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat benguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.
Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menunut undang-undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian de auditu berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk Qada hakim untuk mendapatkan bukti lain.
6. Asas Unus Testis Nullus Testis
a.Asas unus testis, nullus testis artinya adalah saw saksi bukan merupakan saksi. Di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi :
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tedakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.
b.Asas unus testis, nullus testis tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.
c.Berdasarkan tafsir acontnario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang lain, misalnya :satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa. satu keterangan saksi ditambah alat bukti surat.
d.Mengenai ketentuan “satu saksi bukanlah saksi”, menurut Mr. Modderman dalam bukunya “De Wettelijk bewijsleen instrafzaken hal 225 (A. Karim Nasution, 1975:11 46) mengemukakan bahwa inti sebenarnya dari aturan tersebut bukanlah tertetak pada angkanya, karena tidaklah ada suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan seorang saksi kurang dipercayai kejujurannya, dibanding dengan keterangan dua orang saksi, tapi alasannya adalah bahwa dengan keterangan seorang saksi saja, maka kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu untuk pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kunangnya dua kesaksian, untuk dapat menghukum atas dasaa duo kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut. tetapi yang penting tendapat titik pertemuan antara satu sama lain.
7. Ruang Lingkup Keterangan Saksi
a.Seperti yang diterangkan di atas bahwa yang harus diterangkan oleh seorang saksi adalah :
-apa yang ia dengar;
-apa yang ia lihat;
-apa yang ia alami;
-serta dasar pengetahuannya tersebut.
b.Jadi apabila disimpulkan, apa yang harus diterangkan oleh saksi adalah fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Bukan pengambilan kesimpulan atau pendapat dan fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang tendakwa. Ringkasnya seorang saksi tidak boleh menyimpulkan atau memberi pendapat terhadap apa yang ia lihat, ia dengar atau yang ia alami.
c.Di dalam KUHAP, keharusan tersebut terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam
Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang berbunyi:
“Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dan pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”.
8. Penilaian Dari Keterangan Saksi
a.Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seonang saksi yang diberikan di persidangan
b.Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam menerangkan dilandasi suatu motivasi tertentu.
c.Ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam menilai keterangan seorang saksi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur dan obyektif.
Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dalam menilai kebenaran ketenangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :
pensesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
pensesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
9. Saksi Tanpa Sumpah
a.Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat :
-saksi hadir dalam persidangan;
-saksi harus bersumpah;
-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya.
b.Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan, bahwa keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
c.Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 85 ayat (7) KUHAP, dapatlah ia ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1.Keterangan saksi yang disumpah;
2.Keterangan saksi yang tidak disumpah.
d.Keterangan saksi, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apahila dinyatakan saksi yang sebelumnya disumpah/berjanji atau dikuatkan oleh sumpah/janji.
e.Keterangan saksi yang tidak disumpah, bisa terjadi karena:
saksi menotak untuk bersumpah atau benjanji dan dalam waktu penyanderaan telah lampau, saksi tersebut tetap tidak mau bersumpah (Pasal 161 KU HAP).
berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di sidang, karena saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dan waktu pemeriksaan penyidikan tidak disumpah (Pasat 162 KUHAP), Saksi yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).
Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan bltum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 KUHAP).
f.Keterangan saksi tanpa sumpah tersebut, dapat di pergunakan sebagai:
keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP);dapat dipakai sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171 KUHAP).
g.Bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Tidak merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lain ;
jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, “dapat” dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sudah ada, yakni :

















PENDAPAT IBNU QOYYIM TENTANG KESAKSIAN 
SEORANG SAKSI
A. Pendapat Ibnu Qoyyim
Ibnu Qoyyim sebagaimana diketahui adalah seorang ulama (ahli hukum) yang selalu mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Sebagai contoh dalam kajian ini adalah mengenai jumlah saksi atau nisab as-Syahadah yang kesaksiannya dipandang sah dijadikan sebagai alat bukti. Kendatipun jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah saksi yagn dapat diterima kesaksiannya sebagai alat bukti yang sah harus berbilang atau paling tidak memiliki dua orang saksi. Akan tetapi Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa saksi itu tidak harus berbilang, karena menurutnya seorang saksi pun tetap dipandang sebagai saksi yang sah dan sah pula dijadikan sebagai alat bukti. Pendapat ini sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan beliau berikut ini :
وانه  يقضى  بالبينة  التي  تبين  الحق  وهو  الدليل  الذي  يدل  عليه  والشاهد  الذي  يشهد به  بحسب  الامكان  بل  الحق  ان الشاهد  الواحد  اذا  ظهر  صدقة  حكم  بشهادته  وحده ​[70]​
Artinya: Bahwa memutuskan hukum berdasarkan bukti yang jelas, yaitu berdasarkan dalil-dalil yang dapat menunjukkan kepada yang sebenarnya atau ang terjadi. Dan seorang saksi yang menyaksikan di tempat kejadian justru itulah saksi yang sebenarnya, bahwasanya seorang saksi sekalipun jika jelas kebenaran kesaksiannya itu dihukumkan sebagai kesaksian.

Pernyataan Ibnu Qoyyim di atas bermakna bahwa untuk menilai kesaksian tidak ditentukan oleh jumlah banyaknya saksi, seorang saksi apabila dinilai benar-benar sebagai saksi yang menyaksikan suatu kejadian atau peristiwa tetap dipandang sebagai saksi yang sah dijadikan sebagai alat bukti.
Dari ungkapan diatas juga dipahami, bahwa menurut pendapat Ibnu Qoyyim, eksistensi kesaksian adalah kebenaran kesaksiannya terhadap kejadian atau kasus yang telah terjadi, dan bukan berfokus kepada jumlah saksinya. Ini dapat dipahami dari  makna yang terkandung dari ungkapannya berikut ini :
ان  الشاهد  الواحد  اذا  ظهر  صدقه  حكم  بشهادته   وحده ​[71]​
Artinya: Bahwasanya seorang saksi apabila jelas kebenarannya dihukumkanlah ia dengan kesaksian seorang saksi.

B. Penjelasan Ibnu Qoyyim Berpendapat Diterima Kesaksan Seorang Saksi
Setiap kasus tentulah tidak sama keberadaannya, terkadang kenyataannya hanya seorang yang menyaksikan kejadian kasus tersebut, dan kalau harus menunggu saksi yang lain untuk mencukupkan jumlah saksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ayat, maka kasus tersebut pada prakteknya dilapangan menjadi sulit untuk diungkapkan keberadaannya di pengadilan.
Kenyataan inilah yang membuat Ibnu Qoyyim berpendapat, bahwa kesaksian seorang saksi dianggap sebagai kesaksian yang sah dalam pandangan hukum, hanya saja perlu penilaian yang serius untuk dapat  diyakini kalau memang ia adalah seorang saksi yang sebenarnya ditempat kejadian perkara tersebut.
Bila diamati pernyataan Ibnu Qoyyim daslam hal ini, maka secara tersirat yang dapat dipahami adalah bahwa menurut pemikiran Ibnu Qoyyim adanya jumlah yang ditentukan untuk menjadi saksi bukanlah bermakna seorang saksi tidak diakui kesaksiannya, akan tetapi jumlah yang berbilang tersebut hanyalah untuk meyakinkan kesaksian yang ada, dan kalau seorang saksi dapat diyakini kebenarannya, mengapa harus berbilang baru dianggap sah kesaksiannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim berikut ini:
الحكم  بشهادة الشاهد  الواحد  اذا  عرف  عرف  صدقه  ​[72]​
Artinya: Dan menghukum dengan alat bukti seorang saksi apabila diketahui kebenarannya.

Dengan demikian perlu ditegaskan, bahwa diterimanya keterangan seorang saksi yang dimaksudkan oleh Ibnu Qoyyim adalah sepanjang kesaksiannya dapat diyakini kebenarannya, apabila tidak dapat diyakini kebenarannya maka kesaksiannya juga tidak dapat diterima sebagai dasar dalam memutuskan hukum.

C. Dalil Yang Dipergunakan
Ibnu Qoyyim sebagai ulama terkemuka dilingkungan mazhab Hanbali tentunya dalam menetapkan suatu pendaspat memiliki alasan atau dalil.
Adapun pendapat Ibnu Qoyyim yang mengatakan bahwa kesaksian seorang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah berdasarkan riwayat sebagaimana beliau sebutkan berikut ini:
وقد  اجاز  النبي  صلى  الله  عليه  وسلم شهادة  الواحد  لأبي  قتادة  بقتل  المشرك  و دفع  اليه  سلبه بشادة وحده  لم  يخلق  ابا قتادة فجعله  بينة  تامة ​[73]​
Artinya: Sesungguhnya Nabi membolehka (menerima) kesaksian seorang saksi yaitu Abi Qatadah tentang pembunuhan terhadap seorang kaum musyrik. Kesaksian Abi Qatadah yang pada waktu dijadian sebagai alat bukti yang sempurna tanpa diiringi dengan sumpah.

Kemudian selain itu menurutnya ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwa Khuzaiman pernah dijadikan sebagai saksi atas masalah jual beli, dan Khuzaimah yang menjadi saksi pada waktu itu juga seorang diri. Hal ini sebagaimana diungkapkan berikut ini:
وأجاز  شهادة  خزيمة  بن ثابت  وحده  بمبايعته للأعرابي ​[74]​
Artinya: Dan (Nabi) juga membolehkan kesaksikan Khuzaiman seorang diri saja dalam masalah jual beli bagi orang Arab saat itu.

Dalam dua riwayat yang disebutkan diatas, menurut Ibnu Qoyyim bahwa kesaksian seorang saksi pada zaman Rasul atas tindakan kejahatan tersebut dipandang sebagai alat bukti. Oleh karena itu menurut pendapat beliau bahwa kesaksian seorang saksi tetap dipandang sah secara hukum.
D. Analisa Penulis
Kesaksian sebagai salah satu alat bukti yang disyari’atkan oleh Al-Qur’an, maka dalam pelaksanaan pembuktian berbagai kasus dalam peradilan Islam tentunya kembali merujuk kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an sepanjang hal itu memang diatur dalam Al-Qur’’an sebagai sumber ajaran Islam. Bila diamati ayat-ayat Al-Qur’aan mengenai kesaksian, maka yang terlihat bahwa Allah melalui Al-Qu’an menjelaskan nisab as-Syahadah (bilangan saksi) dalam berbagai kasus sebagai alat buktinya harus dipenuhi.

Di dalam Al-Qur’an ada beberapa klasifikasi jumlah saksi yang ditolerir Al-qur’an sesuai dengan bentuk kasus, baik itu kasus tindak pidana, perdata atau transaksi hukum yang dipandang sah. Hal itu antara lain sebagai berikut:
1.	Kesaksian empat orang saksi
Jumlah saksi dengan empat orang saksi ini menyangkut dengan masalah tindak pidana zina, maka untuk membuktikan kasus zina diperlukan jumlah empat orang saksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 15:
                        
Artinya: Dan bagi para wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya, kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu sampai mereka menemui ajalnya.​[75]​ (QS. An-Nisa: 15):

2.	Kesaksian dua orang saksi laki-laki tanpa wanita
Kesaksian dengan dua orang saksi laki-laki tanpa wanita ini diterima dalam masalah menyangkut hudud, kecuali kasus zina. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 2:
            
Artinya: Apabila mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula dan persaksikanlah dengan dua orang saksi.​[76]​

3.	Kesaksian dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua wanita

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282:
           
Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita.​[77]​

Dari beberapa ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa Al-Qur’an menetapkan atau menentukan jumlah saksi dalam beberapa kasus tertentu yang tidak bisa diganggu gugat ketentuan jumlah tersebut. Oleh karena itu dapat di tolerir bahwa pendapat Ibnu Qoyyim yang menyatakan dapat diterima kesaksian seorang saksi hanya apabila ia memberikan kekhususan terhadap satu kasus. Akan tetapi Ibnu Qoyyim secara umum mengatakan dapat diterima kesaksian seorang saksi saja apabila dipandang memang benar-benar sebagai orang yang menyaksikan dilapangan, tanpa membedakan kasusnya.

Pendapat ini sama sekali tidak bisa diterima, karena pendapat ini dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur’an yang ada, karena Al-Qur’an dalam berbagai ayat tidak pernah menyebutkan hanya seorang saksi sebagai alat bukti yang sah.
Dalam hadis Rasulullah juga tidak ditemukan pernyataan yang menyebutkan diterimanya kesaksian seorang saksi secara mutlak, Artinya seorang saksi tanpa ada alat bukti yang lain, hanya saja disebutkan dalam hadis nabi bahwa apabila satu orang saksi maka harus ditambah dengan sumpah dari pendakwa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:
وحدثنا  ابو بكر  بن  ابي  شيتة  و محمد  بن  عبد  الله بن  نمير  قال  حدثنا  زيد  وهو  ابن  حباب حدثني  سيف  بن  سليمان  اخبرني قيس بن  سعد  عن  عمرو  بن  دينار  عن  ابن  عباس  ان  رسول  الله صلى  الله  عليه  وسلم قضى  بيمين  و شاهد ​[78]​
Artinya: Mengkhabarkan kepada Kami Abu Bakar Bin Abi Sa’ibah dan Muhammad bin Abdullah bin Munir, berkata keduanya dari Zaid yaitu Ibnu Hubban, dari Saif bin Sulaiman dari Qais bin Sa’din dari Umar bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah saw pernah menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Qoyyim yang mengatakan diterima kesaksian seorang saksi secara mutlak tanpa diiringi dengan sumpah. Apabila dalam perkara tersebut sipendakwa tidak mempunyai alat bukti lain selain dari seorang saksi, maka pendakwa dan saksinyan itu bersumpah, seorang saksi dan sumpah dapat dijadikan alasan hakim dalam memutuskan perkara kecuali yang menyangkut persoalan hukuman qisas, maka kesaksian seorang saksi dan sumpah juga tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis pada akhirnya berpendapat bahwa kesaksian dengan seorang saksi tidak dapat diterima sebagai saksi apalagi seperti pendapat Ibnu Qoyyim yang secara umum tanpa membeda-bedakan kasusnya. Pendapat beliau secara jelasnya bertentangan dengan makna zahir ayat yang kebanyakan menentukan jumlah saksi dalam beberapa kasus seperti kasus zina, jual beli dan lainnya. Kemudian kalau Ibnu Qoyyim berpendapat diterima kesaksian seorang saksi secara mutlak terhadap semua kasus, maka tidak ada ulama yang sependapat dengan pendapat tersebut. kemudian disisi lain bahwa pendapat tersebut bila diamati dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur’an tentang beberapa kasus dengan jelas menentukan jumlah saksi yang harus dijadikan sebagai alat buktinya, maka dengan demikian Ibnu Qoyyim dalam menetapkan pendapatnya tersebut jelas menyalahi ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an, dan disinilah kelemahan pendapat Ibnu Qoyyim dengan bermodalkan keberaniannya untuk menentukan hukum yang bertentangan degnan nash-nash yang jelas maknanya.
Kemudian perlu penulis tambahkan, bahwa pendapat Ibnu Qoyyim dilatar belakangi oleh pemikiran hukum Ibnu Qoyym yang jauh berbeda dengan pemahaman ulama lainnya. Yaitu Ibnu Qoyyim adalah sosok ulama yang memegang kuat keberadaan qarinah sebagai salah satu alat bukti disamping pengakuan, kesaksian dan sumpah. Menurutnya bahwa qarinah pada suatu ketika bisa lebih kuat dari pengakuan, kesaksian dan sumpah. Oleh karenanya Ibnu Qoyyim tidak memfokuskan diri dalam memahami alat bukti kesaksian apabila dalam kasus tersebut terdapat qarinah yang kuat sebagai alasan yang kuat dalam memutuskan hukum.
Pendapat ini terbukti dengan pemahaman Ibnu Qoyyim yang mengatakan boleh memukul tersangka pencurian waktu pemeriksaan bila ada qarinah, dan pemukulan tersebut adalah bertujuan agar tersangka mengakuinya. Pendapat ini hampir tidak ada yang menyepakatinya, akan tetapi Ibnu Qoyyim tetap bersikeras membolehkannya dalam konteks upaya mengungkap berbagai kasus yang ada, sebab kalau dipadakan hanya terfokus kepada kesaksian, maka banyak kasus yang tidak dapat diungkap dan diselesaikan, karena terfokus kepada selain qarinah sebagai alat bukti yang sulit menjebak tersangka agar mengakui perbuatan kejahatan yang dilakukannya.
Berlandaskan kerangka berfikir inilah yang membuat Ibnu Qoyyim cenderung seakan mengabaikan yang lainnya, maka pada gilirannya Ibnu Qoyyim juga bisa memahami qarinah lebih kuat kedudukannya dari pada seorang saksi, oleh sebab itu beliau berpendapat bahwa kesaksian seorang sajapun dapat diterima kesaksiannya asalkan dapat dinilai bahwa kesaksian itu memang benar-benar kesaksian yang jujur dan benar.












Dari penjelasan pada bab 1, 2, 3 dan 4 maka dapat diperoleh kesimpulan dari jawaban rumusan masalah 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut:
Ibnu Qoyyim berpendapat diterima kesaksian seorang saksi secara umum terhadap semua kasus, apabila dapat diyakini keberadaannya. Pendapat Ibnu Qoyyim ini didasarkan kepada penilaian hakim terhadap suatu kejadian dan dihubungkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang ada, walaupun hanya seorang saja kalau memang benar-benar hanya dialah saksi yang ada, tidak perlu harus memaksakan diri untuk mencari saksi yang lain sebagai saksi untuk memenuhu jumlah saksi yang diharapkan. Seorang saksi yang benar-benar menyaksikan suatu tindak pidana di tempat kejadian , itulah saksi yang sebenarnya dan diterima sebagai saksi, dan kesaksiannya adalah suatu kesaksian yang sah didalam pandangan hukum.
Pendapat Ibnu Qoyyim diterma kesaksian satu orang saksi sebagai alat bukti adalah karena setiap kasus tentulah tidak sama keberadaannya, terkadang kenyataannya hanya seorang yang menyaksikan kejadian kasus tersebut, dan kalau harus menunggu saksi yang lain untuk mencukupkan jumlah saksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ayat, maka kasus tersebut pada prakteknya dilapangan menjadi sulit untuk diungkapkan keberadaannya di pengadilan. Kenyataan inilah yang membuat Ibnu Qoyyim berpendapat, bahwa kesaksian seorang saksi dianggap sebagai kesaksian yang sah dalam pandangan hukum.
Pendapat ini menurut Ibnu Qoyyim berdasarkan riwayat yang menurutnya dalam riwayat itu disebutkan,bahwa Abi Qatadah pernah menjadi saksi terhadap kasus pembunuhan seorang kafir atau musyrik pada masa nabi dan nabi memperbolehkan itu, sementara saksi dalam pembunuhan tersebuthanya Abi Qatadah sendiri, dan Abi Qatadah sebagai saksi dalam kasus tersebut tanpa diiringi dengan sumpah. Kemudian Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa Khuzaimah seorang sahabat, pernah menjadi saksi dalam masalah jual beli bagi bangsa arab pada masa Rasul dan kesaksian Khuzaimah sendirian itu dipandang sama dengan kesaksian dua orang saksi, sebab dalam jual beli disyaratkan oleh al-qur’an harus dengan dua orang saksi.

B.	Saran-Saran
Diakhir tulisan ini penulis berharap kepada segenap pembaca agar menegakkan kesaksian dengan sebenar-benarnya, sebab menegakkan kesaksian adalah tuntutan syari’at Islam. Kemudian kepada para praktisi hukum, penulis berharap agar dalam melaksanakan sistem peradilan yang menyangkut alat bukti saksi, tidak merekayasa kesaksian tersebut demi tegaknya suatu hukum dan keadilan di negeri ini.
Kepada para mahasiswa, penulis berharap kiranya lebih bergiat dalam membahas atau mengkaji persoalan-persoalan yang masih khilafiyah demi menemukan kejelasan hukum yang kuat sehingga dalam pengamalannya terlepas dari taqlid semata.
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